
BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam pembentukan Badan 
Permusyawaratan Rakyat Nagari telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari; 

b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan 
Rakyat Nagari, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tanah Datar tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.Peraturan 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran 
Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Panitia Pengisian melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPRN. 

(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPRN pada tempat strategis 
dengan mencantumkan persyaratan bakal calon anggota BPRN. 

(3) Pendaftaran bakal calon anggota BPRN berasal dari perorangan. 

(4) Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut : 
a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat 

oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 
b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang 
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 

c.foto copy. y 



d. foto copy ijazah terakhir minimal ijazah Sekolah Menengah Pertama atau 
sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan 
dari pejabat yang berwenang; 

e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPRN, yang dibuat 
oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 

f. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga; 
g. surat keterangan catatan kepolisian; 
h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, anggota dan 

atau pengurus organisasi terlarang yang dibuat oleh yang bersangkutan 
diatas kertas segel atau bermaterai cukup, dan 

i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPRN selama 
3 (tiga) kali masa keanggotaan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas 
kertas segel atau bermaterai cukup; 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
Pada tanggal 23 Mei 2016 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 23 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 17 

Salinp.t esuai dengan aslinya 
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